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PUTUSAN
Nomor 1254/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Z AT :
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten
Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya dan saksi-saksi serta

memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2018 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor:
681/Pdt.G/2018/PA Kis. tanggal 3 Juli 2018 mengajukan permohonan cerai talak
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah
menikah pada tanggal 29 Mei 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor: 406/10/VI/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal

bersama di rumah orangtua Termohon sebagaimana pada alamat
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Termohon tersebut di atas selama dua tahun lamanya, kemudian
Pemohon dan Termohon pindah ke orangtua Pemohon sebagaimana
pada alamat Pemohon tersebut di atas selama tiga tahun lamanya,
selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik abang
kandung Pemohon di daerah Teluk Kuantan (Riau) , dan terakhir
Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik abang kandung

Pemohon tersebut;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul

sebagai suami istri (ba’da dukhul), dan sudah mempunyai tiga orang anak

yang bernama;
- Anak kandung | (pr), umur 15 tahun
- Anak kandung Il (pr), umur 13 tahun
- Anak kandung Il (Ik), umur 10 tahun
4, Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon

rukun dan damai, setelah itu mulai bulan Maret tahun 2013 antara
Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
a. Termohon sering berkomunikasi melalui ponsel Termohon dengan

laki-laki lain, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon,
namun Termohon masih tetap berkomunikasi dengan laki-laki

tersebut;
5. Bahwa pada bulan September tahun 2013 Termohon telah pergi

meninggalkan rumah kediaman pada saat Pemohon tidak ada di rumah,
dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat
tinggal dan sampai sekarang tidak pernah melakukan hubungan suami
istri lagi hingga saat permohonan ini diajukan sudah lebih kurang lima

tahun dua bulan lamanya;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan

Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak

berhasil;
7. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas,

Pemohon merasa tidak sanggup bersabar dan tidak ridho lagi beristrikan
Termohon, dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon bermohon agar

Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
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mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang
berlaku;
dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon
telah dipanggil, terhadap panggilan mana, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan
Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh
Jurusita Pengadilan Agama Kisaran, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa
alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan
rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon

menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah
hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon melalui

Kuasanya menyatakan tetap dipertahankan maksud dan isi permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka
jawaban/tanggapan Termohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalili permohonannya Pemohon di
persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 406/10/V1/2002 atas nama

Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
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Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Asahan tanggal 5 Juni 2002 Fotokopi
tersebut telah bermeterai dan telah dinazagelen, dan sudah dicocokkan

dengan aslinya ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;
B. Saksi:
1. Saksi | di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

0] Bahwa saksi adalah teman Pemohon;

o] Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002 dan

telah dikarunia 3 orang anak;

o] Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal
berpindah-pindah dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di rumah abang kandung Pemohon di daerah teluk kuanta

sampai dengan berpisah;

o] Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun
dan damai namun sejak bulan Maret 2013 Pemohon dan Termohon

sering bertengkar;

o] Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran Pemohon dan
Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-
laki lain melalui ponsel dan ketika dinasehati Termohon marah-marah

kepada Pemohon;

o] Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon
bertengkar dan saksi seering mendengar Pemohon dan Termohon

bertengkar;

o] Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal
sejak empat tahun yang lalu Termohon pergi dari kediaman bersama
tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai

dengan sekarang;

o] Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak

berhasil karena keduanya sudah tidak mau ingin hidup bersama lagi;

2. Saksi ll, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
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o] Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

o] Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002 dan

telah dikarunia 3 orang anak;

o] Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal
berpindah-pindah dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di rumah abang kandung Pemohon di daerah teluk kuanta

sampai dengan berpisah;

o] Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun
dan damai namun sejak bulan Maret 2013 Pemohon dan Termohon

sering bertengkar;

o] Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran Pemohon dan
Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-
laki lain melalui ponsel dan ketika dinasehati Termohon marah-marah

kepada Pemohon;

o] Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon
bertengkar dan saksi seering mendengar Pemohon dan Termohon

bertengkar;

o] Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal
sejak empat tahun yang lalu Termohon pergi dari kediaman bersama
tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai

dengan sekarang;

o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak

berhasil karena keduanya sudah tidak mau ingin hidup bersama lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan
mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat
dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini
cukup menunjuk pada berita acara tersebut;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor
3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama (vide penjelasan pasal tersebut) jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan

Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon
diwakili oleh Kuasanya hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak
pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan,
meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini
akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan
Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara
menasihati Pemohon supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan
Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal
82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap
persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi
baru bisa dilaksanakan (diwajibkan) jika kedua belah pihak pada hari sidang yang
telah ditentukan hadir di persidangan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat
(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 65 dan pasal
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82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, serta Pasal 31 ayat (1)
dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah
optimal memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap

mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka
pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang
tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Agama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan
Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini
adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan
alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis
lagi sejak Maret 2013 karena Termohon sering berkomunikasi melalui ponsel dengan
laki-laki lain hingga akhirmya pertengkaran Pemohon dan Termohon menyebabkan
Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak September 2013 sampai

diajukannya perkara ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa
hadirnya Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian,
maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya
dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua)
orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon,
Maijelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari
suatu akta otentik yang telah dinazagelen, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata
sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan
dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti
bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu
Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini
(persona standi in judicio) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun
1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon,
Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi
persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama
Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi
karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan
Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan
saksi pertama dan saksi kedua maka cukup beralasan apabila saksi tersebut
mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat
dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah
diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim
berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan
sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan
demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan
sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalii permohonan

Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti
tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai

cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang
dapat dikonstatir sebagai berikut:

o] Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang
menikah pada tanggal 29 Mei tahun 2002 dan telah dikarunia 3 orang

anak;
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o] Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal
berpindah-pindah dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di rumah abang kandung Pemohon di daerah teluk kuanta

sampai dengan berpisah;

o] Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun
dan damai namun sejak bulan Maret 2013 Pemohon dan Termohon

sering bertengkar;

o] Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran Pemohon dan
Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-
laki lain melalui ponsel dan ketika dinasehati Termohon marah-marah

kepada Pemohon;

o] Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal
sejak empat tahun yang lalu Termohon pergi dari kediaman bersama
tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai

dengan sekarang;

o] Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak

berhasil karena keduanya sudah tidak mau ingin hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai mitsagon gholidhon,
mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al Quran Surat Ar-
Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang

demikian, maka tujuan pernikahan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa
perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada
taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena sudah tidak ada kehendak dari
Pemohon maupun Termohon untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian
penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Pemohon dan Termohon
adalah perceraian;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-azam mengikrarkan
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talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula

dengan firman Allah Q.S. al-Bagarah ayat 227 yang berbunyi:
alll 9ls BVl lgo s Olg

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas, jika
perkawinan itu tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan mudharat
(mafsadat) bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim
berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW.
yang harus diikuti (mashlahat), akan tetapi apabila kemudian ternyata dalam
rumah tangga para pihak sudah tidak ada rasa kasih sayang lagi diantara
mereka, bahkan saling membenci satu sama lain, hal tersebut tidak dapat
dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka perceraian sebagai upaya
menghilangkan kemudharatan tersebut harus didahulukan daripada mengambil
manfaat, sesuai dengan kaedah fikih yang berbunyi :

cdlaoll > e paio swlasll 15

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah terbukti diatas telah cukup
sebagai indikator kuat terwujudnya maksud pasal 19 huruf (f) PP. Nomor : 9
Tahun 1975 yaitu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI.
Nomor: 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan " bahwa
cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah
tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan
bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan
perceraian;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam
sebagaimana disebut dalam kitab "Al-Mar’ah baina al-Figh wa al- Qonun”
oleh DR. Musthofa As Siba’iy halaman 100 yang artinya " Dan tidak ada

kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang
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yang saling berselisih terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya itu
besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri
kehidupan rumah tangga antara suami isteri”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis hakim
berpendapat permohonan cerai yang diajukan Pemohon patut dikabulkan.
Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor
44/K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang mengabstraksikan kaidah
Hukum” bahwa bila mana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri
telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh
fakta tidak berhasilnya Majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang
bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan maksud dan tujuan
penjelasan Pasal 39 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) PP,
No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara
yuridis permohonan Pemohon haruslah dikabulkan

Menimbang, bahwa pada bukti (P) tidak terdapat adanya catatan
perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu
berdasarkan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak Pemohon
yang diizinkan Majelis Hakim kepada Termohon adalah talak satu raj'i dan
Termohon mempunyai masa iddah tiga kali suci sebagaimana diatur dalam
Pasal 153 ayat 2 (b) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan firman
Allah SWT dalam surat al-Bagarah ayat 228 yang artinya sebagai berikut;

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga
kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah
dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan
suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka
(para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang
seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para
suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana’.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis hakim
berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah
memenuhi kriteria salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud
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dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon (petitum
angka 2) yang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i

terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan
maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul

dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp376.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan
tanggal 3 Rabiul Akhir Hijriyah oleh kami Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H sebagai
Ketua Majelis, Ervy Sukmarwati, S.Hl., M.H dan Mardha Areta, S.H sebagai
Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim
Anggota, dan dibantu oleh Rahmat Ilham S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H
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Hakim Anggota Hakim Anggota

Ervy Sukmarwati, S.H.l., M.H Mardha Areta, S.H

Panitera Pengganti

Rahmat llham S.H.
Rincian Biaya Perkara:
1. Biaya pendaftaran Rp.  30.000,00
2.
3. Biaya proses Rp.  50.000,00
4. Biaya Panggilan Rp. 285.000,00
5. Redaksi Rp. 5.000,00
6. Meterai Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 376.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
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